BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dan
mereka saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, masyarakat juga
merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja
sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah
laku serta kebebasan manusia. Masyarakat adalah objek dari ilmu sosiologi
sehingga apabila seorang Sosiolog melakukan penelitian maka yang diteliti
adalah masyarakat secara keseluruhannya. Dalam penelitian ini masyarakat
akan dihubungkan dengan hukum.'

Dalam usaha-usaha menegakkan kehidupannya manusia-manusia selalu
berusaha tidak hanya menguasai dan mengontrol kehidupan di sekitarnya,
akan tetapi juga mencoba mengontrol diri dan masyarakat sendiri. Alam
sekitar tidak bisa dikontrol, dikuasai dan dieksploitasi apabila masyarakatnya
sendiri belum bisa dikontrol secara normatif. Suatu kelompok masyarakat
yang tidak dapat mengontrol dirinya dan warganya pasti tidak akan dapat
mengusahakan terjadinya kooperasi (kerja sama) internal antara sesama
warga, dan dengan demikian pastilah tidak akan dapat mengontrol alam

sekitarnya, dan karenanya pula tidaklah akan survive.

! Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
hal. 24.



Harus diakui bahwa walaupun masyarakat manusia dan masyarakat-
masyarakat primata pendahulunya telah jutaan tahun berkembang melalui
proses evolusi, kenyatan masih menunjukan bahwa manusia-manusia itu
secara individual belumlah selamanya bisa dikontrol secara mutlak oleh
norma-norma sosial, maka manusia-manusia individual itu pun tidak
selamanya bersedia tunduk untuk mengikuti segala bunyi keharusan norma-
norma yang ada. Walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang belum
dapat diatasi namun norma sosial sedikit banyak mampu menegakkan
kehidupan masyarakat.

Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri
tanpa orang lain di sekelilingnya. Dalam pergaulan hidup manusia dalam
masyarakat itu harus memperhatikan kaedah, norma ataupun hukum yang
berlaku dan ada dalam masyarakat baik yang berlaku secara turun temurun
atau yang diadakan oleh para penguasa. Sebab kaedah, norma ataupun hukum
itu mengatur proses interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya.?

Selain itu hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang
terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan
ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban

terpelihara. Oleh karena itu setiap orang wajib mentaati peraturan yang dibuat

% J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta:
Kencana, 2004), hal. 46-47.

* G. Kartasapoetra dan L.J.B Kreimers, Sosiologi Umum (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
hal. 30.



dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terjaga dengan
sebaik-baiknya.

Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat sangat penting untuk
menentukan prilaku mereka dalam melakukan interaksi dengan masyarakat
lain. Selain itu, hukum atau peraturan dalam suatu masyarakat yang bersifat
umum dimana masyarakat ditentukan batas-batas hak dan kewajibannya.
Masyarakat sebagai suatu sistem pergaulan hidup manusia, pasti memiliki
sistem hukum walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.’

Secara umum, setiap prilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma
sosial adalah penyimpangan, yang nantinya akan mendapatkan hukuman atau
sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan atau norma yang sudah
disepakati bersama. Hukuman atau sanksi akan diberikan sesuai dengan
pelanggaran yang mereka lakukan baik disengaja atau tidak.

Merokok bagi masyarakat di kehidupan sehari-hari merupakan hal biasa
dan lumrah, mereka menyadari kebiasaan merokok akan merugikan kesehatan,
karena didalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia
diantara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat kasiogenik yang
dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain: kanker, jantung,
impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan
kehamilan. Kebiasaan merokok bukan saja merugikan bagi si perokok, tetapi

juga bisa merugikan bagi orang di sekitarnya. >

4 Sudarsono, Pengantar Iimu Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1995 ), hal 45
3 Perda Pemeritah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 Tentang kawasan tanpa rokok dan
kawasan terbatas merokok, hal. 4.



Meskipun semua orang tahu akan bahaya yang ditimbulkan akibat
merokok, namun prilaku merokok tidak pernah surut dan sudah menjadi suatu
budaya bagi masyarakat. Hal ini dapat dirasa dalam kehidupan sehari-hari di
lingkungan rumah, kantor, angkutan umum maupun di jalan-jalan. Hampir
setiap saat dapat disaksikan dan dijumpai orang yang sedang merokok.
Bahkan ada yang merokok di sebelah ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang sedang
menggendong bayinya, namun orang tersebut dengan tenang dan merasa
bersalah tetap menghembuskan asap rokoknya dan biasanya orang di
sampingnya sering kali tidak peduli.

Data dari WHO Tahun 2008, Indonesia dinobatkan sebagai negara
dengan konsumsi rokok terbesar nomor 3 setelah Cina dan India, sebesar 65
Jjuta perokok atau 28% per penduduk (225 miliar per tahun) dengan statistik
Jjumlah perokok 1.35 miliar orang. Bisa dilihat statistik perokok dari kalangan
anak-anak dan remaja, sebesar 24.1% anak/remaja pria dan 4.0% anak/remaja
wanita, sedangkan statistik perokok dikalangan dewasa sebesar 63% pria
dewasa dan 4.5% wanita dewasa.

Jumlah perokok Indonesia semakin bertambah dalam 9 tahun terakhir.
Pertumbuhan rokok Indonesia pada periode 2000-2008 adalah 0.9% per tahun.
Pada tahun 2004 hingga 2008 pertumbuhan rokok Indonesia sangat besar dari
194 miliar menjadi 230 miliar batang atau naik 18.6% selama kurun waktu 5
tahun dan tidak kurang dari 100 triliun rupiah dana masyarakat dikeluarkan

hanya untuk membeli sekitar 225 miliar batang rokok.



Di setiap kemasan rokok kita pernah membaca peringatan keras akan
dampak rokok yakni "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung,
impotensi dan gangguan kehamilan dan janin". Tindakan merokok merupakan
tindakan merusak kesehatan sendiri, begitu juga tabungan dan penghasilan.
Menghirup racun rokok secara kontinyu sama dengan menghirup bakteri-
bakteri penyakit.®

Bagi perokok ekonomi lemah (miskin), menjadi perokok berarti harus
mengeluarkan uang yang seharusnya digunakan sebagai kebutuhan dasar
seperti, makanan bergizi, pendidikan, pakaian, kesechatan atau tabungan
kepengeluaran sia-sia hanya untuk membakar batang rokok. Bahkan tidak
sedikit diantara mereka bisa menghabiskan 1/4 penghasilannya hanya untuk
membeli 1-2 bungkus rokok per hari (atau Rp. 240.000 hingga Rp. 480.000
per bulan).

Sekarang ini, masyarakat yang merokok di tempat-tempat umum seperti
terminal, mall, taman dil akan diberikan sanksi hal ini berdasarkan Perda
Pemerintah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok
(KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM) yang sudah resmi diberlakukan
di Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2009 lalu. Namun dalam realitasnya
masih ada masyarakat yang merokok di sembarang tempat padahal

sebelumnya sudah ada sosialisasi dari pemkot dengan menempelkan stiker

¢ Nusantaraku, /0 Negara Dengan Jumlah Perokok Terbesar Didunia
(http://nusantaranews. wordpress.com/2009/05/31/10-negara-jumlah-perokok-terbesar-di-dunia/,
diakses, 4 juni 2010)



diangkutan umum, bus dan membagi-bagikan brosur larangan merokok di
tempat umum.’

Meskipun sudah tersedia smooking room, namun masih banyak orang
yang melanggar dan tidak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan
dengan baik. Hal ini masih terlihat di tempat-tempat umum terutama di
Terminal Tambak Osowilangun Surabaya yang masih banyak diketemukan
orang-orang merokok sembarangan. Walaupun sudah terpampang tulisan
larangan merokok dan spanduk mengenai berlakukannya Perda No. 5 Tahun
2008.

Secara sosiologis, hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan
yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola
prilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Sehingga
hukum harus menganalisa gejala-gejala hukum yang terjadi dimasyarakat
secara langsung.®

Rangkaian hukum sebagai suatu gejala yang tumbuh berdasarkan proses
sosial dalam masyarakat adalah fakta yang wajar terjadi oleh karena itu
hukum sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat karena hanya hukum itu
yang mengatur hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain,
begitu pula hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain secara

nyata.’

7Batampos Online, Surabaya Jalankan Perda Anti Rokok
(hitp://batampos. co.id/terbarw/terbarw/surabaya_jalankan_perda_anti_rokok.html,  diakses, 16
Desember 2009.

§ Hasanuddin, Pengantar llmu Hulum (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2004), hal. 90.

? Ok Chairuddin, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal 150-151



Peraturan-peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman
bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau
tidak berbuat dalam masyarakat, tidak hanya sebagai pedoman yang harus
dibaca atau hanya dilhat saja akan tetapi hukum juga harus dihormati,
dilaksanakan, dan ditegakkan. Adapun unsur-unsur hukum yang ada dalam
masyarakat yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang.

3. Peraturan itu bersifat memaksa maupun mengatur.

b

Sanksi terhdap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dari norma hukum,
meskipun demikian memaksa tidak dapat diartikan sebagai kesewenang-
sewenangan, sebab paksaan disini dimaksudkan untuk mempertahankan
kelangsungan hidup masyarakat yang berarti pula kepentingan-kepentingan
setiap anggota masyarakat yang berbeda pada masyarakat yang
bersangkutan.'®

Dengan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 ini agar dapat
melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup
sehat, menekan perokok pemula dan melindungi perokok pasif. Dengan
diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 ini, maka setiap perokok harus
memperhatikan tempat-tempat yang dilarang merokok dan tempat yang tidak

dilarang merokok, jika larangan ini dilanggar, maka sanksi sudah disiapkan

1% Hasanuddin, op.cit, hal 9 & 37.



bagi si pelanggar berupa sanksi administratif teguran, denda ataupun pidana.
Sanksi administratif bagi pelanggar Perda KTR dan KTM berupa peringatan
dan pernyataan tertulis bagi pelanggar untuk tidak mengulangi perbuatannya,
denda 50 juta ataupun kurungan 3 bulan. Seperti yang tertera dalam Perda No.
S Tahun 2008 yang terdiri dari 10 bab dan 13 pasal dan salah satu diantaranya
adalah:
Pada bab 2 pasal 2 ayat 2 tentang tempat-tempat tertentu sebagai
kawasan tanpa rokok meliputi, sarana kesehatan, tempat proses belajar
mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.
Sedangkan pada pasal 3 setiap orang berada dalam kawasan tanpa rokok
dilarang melakukan kegiatan antara lain memproduksi atau membuat
rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan
iklan rokok dan/atau menggunakan rokok.''Selain itu, pada bab 3 pasal
4 ayat 2, setiap orang yang berada dikawasaan terbatas merokok dilarang
merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
Kemudian pada bab 9 pasal 11 ayat 1 tentang ketentuan pidana bahwa
setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3 atau pasal 4 ayat 2
dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga? bualn atau denda paling
banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)."?

Hal ini dilakukan agar perokok dapat mentaati peraturan yang telah
berlaku, dan menjadikan efek jera bagi pelanggar aturan tersebut, namun pada
kenyatannya hal ini sulit untuk dilaksanakan dengan baik tanpa adanya
kesadaran masing-masing individu untuk mentaati aturan yang telah
ditetapkan.

Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana objektuf dan
subyektif. Dalam hukum objektif, peraturan atau larangan dengan disertai

ancaman hukuman bagi setiap pelanggarnya. Sedangakan hukum subyektif

! Perda Pemerintah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan
kawasan terbatas merokok, hal. 4.

12 perda pemerintah kota surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan
kawasan terbatas merokok, hal. 4 & 8.



adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan
mempertahaa hukum pidana material. Dengan kata lain hukum pidana formal
mengatur cara menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum
pidana material.

Dari fenomena diatas hukum pidana sangat sesuai dengan bahasan ini.
Masyarakat harus lebih menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang sudah
dibuat, sehingga nantinya akan memberikan rasa kenyamanan bagi orang-
orang di sekelilingnya. Selain itu, sanksi yang diberikan harus benar-benar
diterapkan dengan tegas. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak meremehkan
dan memandang sebelah mata aturan tersebut. Sehingga tidak akan ada
pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan begitu, maka akan dapat
menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan tertib.

Peraturan dalam Perda No. S Tahun 2008 berlaku untuk masyarakat
khususnya bagi masyarakat Terminal Tambak Osowilangun Surabaya, prilaku
mereka harus sesuai dengan peraturan tersebut jika mereka tidak ingin
mendapatkan hukuman (sanksi). Tujuan adanya peraturan tersebut adalah
untuk melindungi kesehatan masyarakat khususnya bagi perokok pasif.

Dari fenomena tersebut, peneliti memutuskan melakukan penelitian lebih
dalam tentang respon masyarakat terhadap diberlakukannya Perda No. 5
Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di

Terminal Tambak Osowilangun Surabaya.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan

masalah sebagai berikut:

L.

Bagaimana respon masyarakat terhadap diberlakukannya Perda No. 5
Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok

di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya?

. Bagaimana varian masyarakat dalam merespon diberlakukannya Perda No.

5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok

di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan adanya perumusan masalah di atas, maka tujuan yang

ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap diberlakukannya Perda No.
5 Tahun 2008 tetang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok
di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya.

Untuk mengetahui varian masyarakat dalam merespon diberlakukannya
Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan

terbatas merokok di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya.
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D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis:
Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Terminal
Tambak Osowilangun Surabaya dalam merealisasikan Perda No. 5 Tahun
2008 tentang kawasan tanpa rorok dan kawasan terbatas merokok yang
telah ada dan berlaku.

2. Manfaat akademis:
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya, sebagai

referensi yang apabila adanya relevansi masalah yang sedang diteliti.

E. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan
menggeneralisasikan hal-hal yang khusus. Berdasarkan definisi tersebut, maka
dapat dikatakan bahwa proses konseptualisasi adalah salah satu
pengabstraksian dan generalisasi suatu takaran."’

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan agar mendapatkan
kesamaan interpretasi terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini,
maka perlu dikemukakan definisi konsep, sebagai berikut:

1. Respon merupakan suatu pernyataan atau jawaban dari suatu tindakan atau

peristiwa yang dialami oleh masyarakat. '

B Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: Rosda Karya, 1994),
hal. 12.

Yhitp://translate. google.co.id/tanslate?id&langpair=en/id&u=http://ardictionary. com/resp
one/5007 (diakses, 12 Pebruari 2010).



12

2. Perda merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh daerah yaitu Gubernur
dan DPRD [ untuk propinsi atau Bupati dan DPRD II untuk
kabupaten/kotamadya untuk menampung kondisi khusus dari daerah
tersebut."

3. Kawasan tanpa rokok merupakan area yang dinyatakan dilarang untuk
kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.'®

4. Kawasan terbatas merokok merupakan tempat atau area dimana kegiatan
merokok hanya boleh dilakukan ditempat khusus."”

Dari definisi konsep diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perda

No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas

merokok adalah salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah

untuk melaksanakan aturan hukum mengenai larangan merokok di area atau

tempat-tempat umum atau publik.

F. Sistematika Pembahasan
Agar pembaca mudah untuk membaca bagian yang diperlukan dalam
skripsi ini peneliti memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep,

sistematika penelitian.

'3 Akbar Kalola, Kamus Istilah Politik Kentemporer (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hal.
234,

16 Perda pemerintah kota surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan
kawasan terbatas merokok, hal. 3.

7 Ibid



Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V
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adalah kajian pustaka atau landasan teori yang berisi tentang
pembahasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis
penelitian, subyek penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap
penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan
teknik keabsahan data.

adalah penyajian dan analisis data yang terdiri dari deskripsi umum
obyek penelitian dan deskripsi hasil penelitian.

adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran



